BABYV

PENUTUP

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab I yang telah dilakukan
analisis dan diuraikan secara sistematis dalam Bab I1, Bab 111, dan Bab IV maka penulis
menarik kesimpulan dan saran atas Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat
Fitness Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat gym machine Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1. Pengelola tempat fitness selaku pelaku usaha memiliki kewajiban dan

tanggung jawab atas mal fungsi alat gym machine sebagaimana ketentuan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Ketika terjadi mal fungsi alat gym machine dan merugikan
konsumen, seharusnya pihak pengelola tempat fitness memberikan ganti
rugi dan kompensasi kepada konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Namun dalam realitanya tanggung jawab ini tidak dilaksanakan lebih
lanjut. Hal ini dapat tercermin dari tidak adanya frasa-frasa yang berkaitan
dengan tanggung jawab pengelola tempat fitness dalam perjanjian yang
terjadi dengan pengguna tempat fitness.
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pengelola tempat fitness
terhadap konsumen yang mengalami kerugian akaibat mal fungsi alat gym
machine.

1.2. Konsumen tempat fitness yang dirugikan akibat mal fungsi alat gym machine
dapat melakukan upaya hukum melalui upaya damai ataupun gugatan
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya damai ini diatur
oleh Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sedangkan gugatan melalui BPSK diatur oleh

Pasal Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
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Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen yang
mengalami kerugian akibat mal fungsi alat gym machine mendapatkan

ganti rugi dan kompensasi sebagaimana hak-haknya

2. Saran

2.1. Pengelola tempat fitness diharapkan melakukan perawatan alat-alat fitness
seperti gym machine secara rutin. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi
terjadinya mal fungsi yang dapat merugikan pengguna tempat fitness. Oleh
sebab itu pengelola tempat fitness juga harus memastikan bahwa alat-alat
fitness yang disediakan telah aman dan nyaman untuk konsumen.

2.2. Pihak konsumen diharapkan untuk melakukan pengecakan alat fitness yang
akan digunakan untuk memeinimalisir terjadinya hal-hal yang dapat
merugikan. Semisal ditemukan alat yang mal fungsi, diharapkan untuk

segera melaporkan kepada pihak pengelola tempat fitness.
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